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ABSTRACT 

Data used is secondary data. The analysis models used in this study are the 

ratio of the degree of decentralization, the ratio of regional financial 

dependency, the ratio of effectiveness and efficiency of Own-Source Revenue, 

ratio of expenditure efficiency, ratio of regional expenditure to GRDP. The 

results find that the ratio of the degree of decentralization is Very Less, the 

ratio of regional financial dependence is Very High, Own-Source Revenue is 

Effective, ratio of Own-Source Revenue is efficient and the ratio of 

expenditure efficiency is quite Efficient. The analysis of Own-Source Revenue 

in the District Government of Ogan Komering Ulu in the period of 2013-2017 

is effective, while regional expenditure is efficient. 

Keywords: Performance, Revenue, Local Expenditures 

 

PENDAHULUAN  

 Pemerintah Daerah terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/pemerintah   kota. Tujuannya adalah  sama yaitu memajukan 

kesejahteraan umum dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan sebagaimana 

yang dikemukakan pada tujuan bernegara pada UUD 1945 bukanlah sebuah 

pekerjaan yang mudah. Ada banyak masalah atau persoalan yang dihadapi 

untuk mencapainya, pemerintah yang ditugasi untuk mewujudkan tujuan 

tersebut. Untuk itu semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan 

akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses  



Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

....................(Hasiati Aini, Mardiah Kenamo dan Yeni Anggraini)......................   19 

 

penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan 

keuangan daerah pada khususnya. 

 Kabupaten OKU sebagai salah satu Kabupaten di Wilayah Propinsi 

Sumatera Selatan, ditengah-tengah kegiatan pembangunan fisik atau 

pembangunan penyediaan fasilitas-fasilitas umum bagi masyarakat juga 

membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk itu, penerimaan dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten OKU diharapkan mampu untuk 

membiayai proses pembangunan tersebut.  

 Mencermati perkembangan APBD 2013-2017 yang dikonsolidasikan, maka 

melalui analisis APBD dapat diketahui seberapa besar kemampuan suatu 

daerah dapat menggerakan roda perekonomian daerah dan tinggi rendahnya 

pelayanan publik yang menggambarkan peran pemerintah daerah sebagai 

aktor dan fasilitator pembangunan. 

 Diketahui bahwa jumlah pembiayaan (tahun 2013 sebesar Rp. 

115.195.400623,24 kemudian pada tahun 2014 sebesar Rp. 

69.732.547.079,91, pada tahun 2015 sebesar Rp. 171.481.933.876,48, pada 

tahun 2014 sebesar Rp. 52.165.780.746,17 dan tahun 2017 sebesar Rp. 

34.437.869.653,00. 

 Permasalahan lain adalah adanya pertumbuhan pendapatan daerah lebih 

lambat dibandingkan intensitas pertumbuhan kebutuhan anggaran untuk 

pelayana publik, sehingga dengan keterbatasan kapabilitas pendapatan, 

menyulitkan perencanaan alokasi belanja untuk pelayanan publik. Akibatnya 

seirng terjadi belanja daerah untuk layanan publik menjadi kurang fokus 

terhadap pencapaian target-target pembangunan yang diharapkan. 

TINJAUAN PUSTAKA  

Pendapatan Daerah  

 

 Menurut Halim (2014:69)  daerah  merupakan “ penerimaan daerah yang 

berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah”.  Menurut  Halim (2014:69), 

jenis penndapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut : 

1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 

2) Penerimaan jasa giro  

3) Penerimaan bunga deposit 

4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 
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5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber 

penerimaan daerah selain penerimaan dan transfer, dan lain-lain pendapatan 

yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaran 

pemerintahan di daerah. 

Dana Alokasi Umum 

Dana alokasi umum adalah trasfer dana yang bersifat bock grant, 

sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam pengguaan 

DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.  

Dana Alokasi Khusus 

 Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional. DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai 

kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas 

nasional di bidang pendidikan, kesehatan (pelayanan dasar dan pelayanan 

rujukan), jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, 

kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, 

kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, serta perdagangan (Halim, 2014 

: 133). 

 

Belanja daerah 

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui  sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun  anggaran yang 

bersangkutan.  (UU No. 33/2004 pasal 1).  Belanja daerah dipergunakan 

dalam rangka mendanai  pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan  propinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan  

pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau  bidang tertentu 

yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah  pusat dan pemerintah daerah 

atau antar pemerintah daerah yang  ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Rasio Keuangan APBD 

Menurut  Mardiasmo  (2014:123) Analisis Rasio Keuangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan dalam dua (2) 

bagian yaitu: 
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1. Analisis Pendapatan 

 Analisis terhadap varian pendapatan daerah secara umum terlihat dari 

realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui 

anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik. Penilaian kinerja 

pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi 

pemdapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat 

lebih lanjut kompenen pendapatan apa yang paling berpengaruh. 

Berdasarkan laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis 

pendapatan daerah dengan cara: 

a. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan 

 Analisis Varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung 

selisih antara realisasi pendapatan dengan yang di anggarkan. Biasanya 

selisih anggaran sudah di informasikan dalam laporan realisasi anggaran 

yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran 

tersebut sangatmembantu pengguna laporan dalam memahami dan 

menganalisis kinerja pendapatan. 

 

b. Rasio Derajat Desentralisasi fiskal 

 Rasio ini menunjukan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola 

pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi 

kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraa desentralisasi.  

 

c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah  

 Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara 

membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan 

daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka 

semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi. 

 
 

d. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan asli Daerah 
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 Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi 

penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). 

 

 

Analisis Belanja 

 Analisis belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara 

realisasi dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang 

disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya 

varians anggaran belanja dengan realisasinya yang biasa dinyatakan dalam 

bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Kinerja pemerintah daerah 

dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih rendah dari yang dianggarkan, 

jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu 

mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik. 

 

Penelitian Sebelumnya 

 Faqihudin (2011) melakukan penelitian tentang “Analisis Kinerja Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal sebagai Indikator Layanan 

Publik”. Alat analisis menggunakan Analisis Varians Belanja, Analisis 

Pertumbuhan Belanja, Analisis Pembiayaan, dan Analisis Keserasian 

Belanja. Hasil penelitian didapatkan bahwa dari kelima analisis yang 

digunakan dalam mengukur kinerja APBD Kota Tegal yaitu analisis varians 

belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis efisiensi belanja, analisis 

pembiayaan kecuali analisis keserasian belanja menunjukkan hasil yang 

cukup baik sehingga dari sisi analisis ini kinerja APBD Kota Tegal 

menunjukkan hasil yang positif. 

 Gozaliem (2013) melakukan penelitian tentang “Analisis Pendapatan Dan 

Belanja Pada Pemerintah Kota Bitung tahun anggaran 2010-2012. Alat 

analisis menggunakan rasio derajat desentralisasi ,rasio ketergantungan 

keuangan daerah,  rasio efektifitas pada, analisis varians belanja, rasio 

efisiensi belanja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan belum  
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dapat terlaksana dengan baik karena realisasi meningkat setiap tahun 

melebihi yang dianggarkan.  

 Sudarwanto (2013) melakukan penelitian tentang “Analisis Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Pada Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 

2009-2012” Alat analisis yang dugunakan adalah rasio pajak, rasio pajak 

perkapita. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah dengan realisasinya pada  Propinsi DKI Jakarta tahun 

anggaran 2009-2011,Kinerja pendapatan pemerintah DKI Jakarta dilihat dari 

analisis Varians, secara umum dapat dikatakan sudah baik. 

METODE PENELITIAN  

Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini membahas kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Pada 

Daerah Kabupaten OKU Periode 2013-2017. Penelitian ini membatasi 

tentang rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, 

rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio efisiensi belanja, rasio belanja 

daerah pada tahun 2013-2017. 

 

Data dan Sumber Data 

 Penlitian ini berbentuk survey atas data sekunder, data sekunder merupakan 

data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, data 

sekunder tersebut diperoleh dari BPKAD Kabupaten OKU. Data yang 

digunakan berupa laporan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 

2013-2017. 

Teknik Analisis 

Analisis Kualitatif 

 Data yang berupa angka atau data yang berbentuk penyelesaian yang tidak 

dapat dinyatakan dalam bentuk angkatan analisa angka dengan uraian 

kalimat penjelas guna menyampaikan informasi yang digunakan oleh 

peneliti yang berbentuk penjelasan. 

 

Alat Analisis 

 

 Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  rasio 

derajat desentralisasi,  rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio 

efektivitas dan efisiensi PAD, rasio efisiensi belanja, rasio belanja daerah  
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terhadap PDRB. Adapun model yang digunakan dalam penelitian dapat 

diiformulasikan sebagai berikut 

1. Rasio Derajat Desentralisasi 

 

Kriteria Derajat Desentralisasi 

 

Persentase Total 

PendapatanAsli Daerah 

terhadap TotalPendapatan 

Daerah 

Tingkat Desentralisasi 

Fiskal 

0,00  -  10,00 Sangat Kurang 

10,01-20,00 Kurang 

20,01-30,00 Sedang 

30,01-40,00 Cukup 

40,01-50,00 Baik 

> 50,00 Sangat baik 

  Sumber : ( Bisma dan Susanto, 2010 : 77 ) 

 

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah  

 

Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah 

Prosentase PAD  

Terhadap Total 

Penerimaan Non Subsidi 

Ketergantungan  

Keuangan Daerah 

0,00% -10,00% Sangat Rendah 

10,01% -20,00% Rendah 

20,01% -30,00% Sedang 

30,01% -40,00% Cukup 
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40,01% -50,00% Tinggi 

>50,00% Sangat Tinggi 

       Sumber : ( Bisma dan Susanto, 2010 : 77 ) 

 

3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan asli Daerah 

      a.  Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

 

 

Kriteria Penilaian Efektivitas 

Prosentase PAD  

Terhadap Total 

Penerimaan Non Subsidi 

 

Efektivitas 

Di atas 100% Sangat efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60%- 80% Kurang Efektif 

Kurang dari 60% Tidak Efektif 

                 Sumber : ( Bisma dan Susanto, 2010 : 78 ) 

        b.  Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah 

 

Kriteria Penilaian Efisiensi  PAD 

Presentase Kinerja 

Keuangan 
Kriteria 

100% ke atas Tidak Efisien 

90% -100% Kurang Efisien 

80% -90% Cukup Efisien 
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60% -80% Efisien 

Di bawah 60% Sangat Efisien 

                Sumber : ( Bisma dan Susanto, 2010 : 79 ) 

4. Rasio Efisiensi Belanja 

 

 

Nilai Kriteria 

100% ke atas Tidak Efisien 

90% -100% Kurang Efisien 

80% -90% Cukup Efisien 

60% -80% Efisien 

Di bawah 60% Sangat Efisien 

                  Sumber : ( Bisma dan Susanto, 2010 : 79 ) 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis 

 

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  rasio derajat 

desentralisasi,  rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD 

dan rasio efisiensi PAD, dan rasio efisiensi belanja  PAD. Adapun analisis 

yang dilakukan terhadap kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten OKU periode 2013-2017 sebagai 

berikut: 

 

 

Rasio Derajat Desentralisasi 

 Rasio ini menunjukan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola 

pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi 

kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. 
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rasio derajat desentralisasi pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

pada tahun 2013 sebesar 4,56 (Sangat Kurang), kemudian pada tahun 2014 

rasio derajat desentralisasi meningkat menjadi 7,32 (Sangat Kurang), 

selanjutnya pada tahun 2015 rasio derajat desentralisasi kembali mengalami 

peningkatan menjadi 9,54 (Sangat Kurang), di tahun 2016 rasio 

desentralisasi menunjukkan angka 7,34 (Sangat Kurang). Derajat 

desentralisasi Kabupaten OKU pada tahun 2013-2016 dalam kategori 

kurang, kemudian pada tahun 2017 rasio derajat desentralisasi mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 12,32 (Kurang). Adapun 

rata-rata rasio derajat desentralisasi pada Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu periode tahun 2013-2017 didapatkan nilai 8,22 yang berarti 

bahwa derajat desentralisasi pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering 

Ulu dikategorikan Sangat Kurang. Dilihat dari Pendapatan Asli Daerah 

relatif lebih kecil. Kontribusi tersebut dapat dilihat selama 5 (lima) tahun 

terakhir dari persentase rata-rata yang hanya sebesar 8,22%. Untuk itu, PAD 

merupakan upaya yang perlu dilakukan oleh Kabupaten Ogan Komering 

Ulu, belum optimalnya pemungutan retribusi daerah dan pajak daerah 

menunjukkan bahwa jasa yang dapat dijual masih kurang. Hal ini berarti 

dalam mengelola daerah, selain berorientasi publik service juga bersifat 

profit making. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

harus mengoptimalkan potensi-potensi PAD diantaranya adalah melalui 

peningkatan pemungutan pajak  dan retribusi daerah yang sudah tergali dan 

sudah terpungut oleh daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah  

 Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara 

membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan 

daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka 

semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. 

rasio ketergantungan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu pada tahun 2013 sebesar 79,81 (Sangat Tinggi), kemudian 

pada tahun 2014 rasio ketergantungan keuangan daerah meningkat menjadi 

84,32 (Sangat Tinggi), selanjutnya pada tahun 2015 rasio ketergantungan 

keuangan daerah kembali mengalami peningkatan menjadi 86,65 (Sangat 

Tinggi), di tahun 2016 rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan 

angka 89,08 (Sangat  Tinggi) dan pada tahun 2017 rasio ketergantungan 

keuangan daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 

73,90 (Sangat Tinggi). Adapun rata-rata rasio ketergantungan keuangan 

daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 

2013-2017 didapatkan nilai 82,75 yang berarti bahwa rasio ketergantungan  



 28        JURNAL Akuntansi & Keuangan Volume 11, Nomor 1, Maret 2020 

 

keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

dikategorikan Sangat Tinggi. Ketergantungan daerah terhadap pusat masih 

sangat tinggi, hal ini disebabkan karena pemerintah belum optimal 

meningkatan PAD serta masih tergantung pada pemerintah pusat serta 

kurangnya peningkatan fungsi perusahaan daerah. 

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

 Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi 

penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). 

rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu pada tahun 2013 sebesar 95,87 (Efektif), kemudian pada 

tahun 2014 rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan 

menjadi 98,01 (Efektif), selanjutnya pada tahun 2015 rasio efektivitas 

Pendapatan Asli Daerah kembali mengalami penurunan menjadi 92,45 

(efektif), di tahun 2016 rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah mengalami 

peningkatan dari sebelumnya yaitu 106,,71 (Sangat Efektif) dan pada tahun 

2017 rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan yaitu sebesar 114,46 (Sangat Efektif).  Adapun rata-rata 

rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu periode tahun 2013-2017 didapatkan nilai 101,50 yang 

berarti bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu dikategorikan Sangat Efektif. Hal ini 

disebabkan dalam pengelolaan pendapatan daerah, pemerintah menargetkan 

pendapatan tidak terlalu besar dengan perkiraan /terealisasi sehingga 

pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat mencapai target yang 

diinginkan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ogan Komering 

Ulu telah menganggarkan Pendapatan Asli Daerah dengan cukup baik. 

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah 

 Rasio efisiensi PAD dihitung dengan cara membandingkan biaya yang 

digunakan dalam pemungutan PAD (Biaya Pemerolehan PAD) dengan 

realisasi penerimaan PAD. 

rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu pada tahun 2013 sebesar 69,38 (Efisien), kemudian pada 

tahun 2014 rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah menurun menjadi 66,80 

(Efisien), selanjutnya pada tahun 2015 rasio Pendapatan Asli Daerah 

kembali mengalami penurupan menjadi 54,68 (Sangat Efisien), di tahun 

2016 rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yaitu 

65,63 (Efisien) dan pada tahun 2017 rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah 

mengalami penurunan yaitu sebesar 50,87 (Sangat Efisien).  Adapun rata-

rata rasio efisiensi pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu periode  
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tahun 2013-2017 didapatkan nilai 61,47 yang berarti bahwa efisiensi 

Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

dikategorikan Efisien. Hal ini disebabkan dalam pengelolaan pendapatan 

daerah, pemerintah menargetkan pendapatan tidak terlalu besar dengan 

perkiraan /terealisasi sehingga pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

dapat mencapai target yang diinginkan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menganggarkan Pendapatan Asli 

Daerah dengan cukup baik. 

Rasio Efisiensi Belanja 

 Analisis belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara 

realisasi dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang 

disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya 

varians anggaran belanja dengan realisasinya yang biasa dinyatakan dalam 

bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Kinerja pemerintah daerah 

dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih rendah dari yang dianggarkan, 

jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu 

mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik. 

 Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja 

dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini di gunakan untuk 

mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. rasio 

efisiensi belanja pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada 

tahun 2013 sebesar 88,29 (Cukup Efisien), kemudian pada tahun 2014 rasio 

efisiensi belanja menurun menjadi 87,90 (Cukup Efisien), selanjutnya pada 

tahun 2015 rasio efisiensi belanja kembali mengalami peningkatan menjadi 

88,95 (Cukup Efisien), di tahun 2016 rasio efisiensi belanja mengalami 

penurunan namun tidak terlalu signifikan yaitu 88,24 (Cukup Efisien) dan 

pada tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu sebesar 91,42 (Kurang 

Efisien). Rasio efeisien belanja Kabupaten OKU pada tahun 2013-2017 

berada di kategori cukup efisien, hal ini disebabkan karena biaya yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam 

melakukan pemungutan pajak, retribusi dan kekayaan daerah sudah tepat 

dan sesuai. Kemudian pada tahun 2017 rasio efisiensi belanja mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 91,42 (Kurang Efisien) hal 

ini disebabkan karena pemerintah Kabupaten OKU mampun melakukan 

pengoptimalan dalam pemungutan pajak, retribusi dan kekayaan daerah dan 

mampu mengatasi kendala dalam pemerolehan PAD.  Adapun rata-rata rasio 

efisiensi belanja pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 

tahun 2013-2017 didapatkan nilai 88,96 yang berarti bahwa efisiensi belanja 

pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dikategorikan Cukup 

Efisien. 
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Pembahasan  

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan terhadap 

pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering 

Ulu pada tahun 2013-2017 didapatkan hasil bahwa rasio derajat 

desentralisasi didapatkan nilai 8,22 (sangat kurang) dan dilihat dari 

Pendapatan Asli Daerah relatif lebih kecil. Kontribusi tersebut dapat dilihat 

selama 5 (lima) tahun terakhir dari persentase rata-rata yang hanya sebesar 

8,06%. Untuk itu, PAD merupakan upaya yang perlu dilakukan oleh 

Kabupaten Ogan Komering Ulu, belum optimalnya pemungutan retribusi 

daerah dan pajak daerah menunjukkan bahwa jasa yang dapat dijual masih 

kurang. Hal ini berarti dalam mengelola daerah, selain berorientasi publik 

service juga bersifat profit making. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu harus mengoptimalkan potensi-potensi PAD 

diantaranya adalah melalui peningkatan pemungutan pajak  dan retribusi 

daerah yang sudah tergali dan sudah terpungut oleh daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu. 

 

Hasil rasio ketergantungan keuangan daerah didapatkan nilai 82,75 

(Sangat Tinggi). Hal ini dikarenaken masih rendahnya Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang mengakibatkan masih besarnya ketergantungan daerah 

terhadap pemerintah puusat dan propinsi dikarenakan kurang berperannya 

perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan dana transfer 

yang besar  tidak sebanding dengan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini 

menyebabkan masih tingginya ketergantungan daerah kabupaten Ogan 

Komering Ulu pada Pemerintah Pusat dan propinsi, sehingga kemampuan 

suatu daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi 

sangat terbatas. Namun diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dana 

transfer akan semakin mengecil sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) 

tetap pada trend yang meningkat sehingga kedepan, otonomi fiskal daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu semakin meningkat. Untuk mengurangi 

ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten OKU dapat 

melakukan peningkatan PAD baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi. 

Intensifikasi dilakukan dengan cara memperbaiki kinerja pengelolaan dan 

pemungutan pajak dan retribusi. Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan 

mengidentifikasi potensi daerah yang ada sehingga timbul peluang baru 

untuk sumber penerimaan daerah yang ada sehinga timbul peluang baru 

untuk sumber penerimaan daerah. Hal yang bisa dilakukan misalnya dengan 

membentuk badan usaha atau perusahaan lokal yang mengelola sistem bisnis 

yang dimungkinkan oleh pemerintah kabupaten dan diandalkan sebagai 

sumber pendapatan. 

Hasil rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu didapatkan sebesar 101,50% (Sangat Efektif). Hal ini  
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disebabkan dalam pengelolaan pendapatan daerah, pemerintah menargetkan 

pendapatan tidak terlalu besar dengan perkiraan /terealisasi sehingga 

pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat mencapai target yang 

diinginkan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ogan Komering 

Ulu telah menganggarkan Pendapatan Asli Daerah dengan cukup baik.  

Hasil rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu didapatkan sebesar 61,47% (Efisien). Hal ini disebabkan 

dalam pengelolaan pendapatan daerah, pemerintah menargetkan pendapatan 

tidak terlalu besar dengan perkiraan /terealisasi sehingga pemerintah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat mencapai target yang diinginkan. Ini 

menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah 

menganggarkan Pendapatan Asli Daerah dengan cukup baik. 

Hasil rasio efisiensi belanja didapat nilai sebesar 88,96% (Efisien). 

Hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam melakukan pemungutan pajak, 

retribusi dan kekayaan daerah tepat dan sesuai. Namun kenyataan di 

lapangan untuk pengoptimalan dalam pemungutan pajak, retribusi dan 

kekayaan daerah banyak mengalami kendala dimana masih banyak wajib 

pajak yang tidak mau membayar dan menunggak, selain itu keterbatasan 

personil juga masih menjadi kendala dalam pemerolehan PAD. 

Secara keseluhan dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah berada 

dalam kategori Efektif sedangkan belanja daerah berada dalam kategori 

Efisien. Hal ini berarti pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu  Periode 2013-2017 cukup baik dan hal tersebut 

dibarengi dengan belanja daerah yang efektif pula. Hal ini disebabkan 

karena berpihaknya anggaran pemerintah kepada publik, serta terserapnya 

seluruh dana yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu.  

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber 

penerimaan daerah selain penerimaan dan transfer, dan lain-lain pendapatan 

yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaran 

pemerintahan di daerah. Dalam upaya penggalian sumber-sumber 

pendapatan daerah, bukan tanpa masalah. Analisis terhadap objek-objek 

pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan 

keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki dan seringnya rotasi 

atau mutasi para pejabat-pejabat pemerintah yang berakibat pada banyaknya 

program-program strategis pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana 

mestinya (Halim, 2014: 169). 
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Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui  sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun  anggaran yang 

bersangkutan.  (UU No. 33/2004 pasal 1) Belanja daerah dipergunakan 

dalam rangka mendanai  pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan  propinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan  

pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau  bidang tertentu 

yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah  pusat dan pemerintah daerah 

atau antar pemerintah daerah yang  ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan. Belanja menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, 

adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang 

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah. Definisi lainnya, seperti yang di jelaskan dalam peraturan 

Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Belanja adalah kewajiban 

pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

 Faqihudin (2011) melakukan penelitian tentang “Analisis Kinerja Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal sebagai Indikator Layanan 

Publik”. Alat analisis menggunakan Analisis Varians Belanja, Analisis 

Pertumbuhan Belanja, Analisis Pembiayaan, dan Analisis Keserasian 

Belanja. Hasil penelitian didapatkan bahwa dari kelima analisis yang 

digunakan dalam mengukur kinerja APBD Kota Tegal yaitu analisis varians 

belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis efisiensi belanja, analisis 

pembiayaan kecuali analisis keserasian belanja menunjukkan hasil yang 

cukup baik sehingga dari sisi analisis ini kinerja APBD Kota Tegal 

menunjukkan hasil yang positif. 

 Gozaliem (2013) melakukan penelitian tentang “Analisis Pendapatan Dan 

Belanja Pada Pemerintah Kota Bitung tahun anggaran 2010-2012. Alat 

analisis menggunakan rasio derajat desentralisasi ,rasio ketergantungan 

keuangan daerah,  rasio efektifitas pada, analisis varians belanja, rasio 

efisiensi belanja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan belum 

dapat terlaksana dengan baik karena realisasi meningkat setiap tahun 

melebihi yang dianggarkan.  

 Sudarwanto (2013) melakukan penelitian tentang “Analisis Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Pada Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 

2009-2012” Alat analisis yang dugunakan adalah rasio pajak, rasio pajak 

perkapita. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah dengan realisasinya pada  Propinsi DKI Jakarta tahun 

anggaran 2009-2011,Kinerja pendapatan pemerintah DKI Jakarta dilihat dari 

analisis Varians, secara umum dapat dikatakan sudah baik. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Dari hasil analisis terhadap pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2013-2017 didapatkan 

hasil: 

1. Rasio derajat desentralisasi Sangat Kurang, rasio ketergantungan keuangan 

daerah Sangat Tinggi, efektivitas Pendapatan Asli Daerah Sangat Efektif, 

rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah efisien dan rasio efisiensi belanja 

Cukup Efisien. 

2. Analisis terhadap pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Periode 2013-2017 sangat efektif dan efisien, 

sedangkan belanja daerah cukup efisien. 

Saran 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu agar dapat 

mengurangi tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu 

dengan mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya yang ada 

khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dengan 

meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber 

pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat/provinsi.  

2. Bagi peneliti selanjutnya agar meneliti kembali mengenai analisis 

pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan rasio kinerja 

keuangan daerah yang berbeda dan objek yang berbeda pula. 
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